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NOMOR : 232/KPTS/DISDIK/2026
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus merupakan bagian dari Sistem Pendidikan
Nasional yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi;

. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian dan perubahan satuan

pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Izin Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7133);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia Tahun Nomor
7153);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);




